LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BANJARNEGARA,

: a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pgak dan Retribus Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11
Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 24 Seri A perlu
diubah menjadi Pgjak Restoran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Restoran.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI
Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang

Badan Penyelesaian Sengketa Pgak (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3684);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pagak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara RI tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRI Nomor 3685);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunnya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Rl Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pgak Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4138);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawa Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pgjak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
RESTORAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.



10.

11.

Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha rumah makan
atau warung makan dan kedai makanan dan atau minuman.

Pgak Restoran yang selanjutnya disebut pgjak yang dipungut atas
pelayanan yang disediakan restoran.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisas
sosia politik atau organisasi sgjenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya.

Subyek Pgjak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
Pajak Daerah.

Wajib Pgjak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwgibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau
pemotong pajak tertentu.

Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah yang dapat disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pgjak untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pgjak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat
yang digunakan oleh wajib pgak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.



